BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR | TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

. a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 136 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Satuan Kerja Perangkat Daerah, kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan
Uang Persediaan;

bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Uang
Persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
ditetapkan besaran uang persediaan Tahun Anggaran
2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Persediaan
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran
2018;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang...



2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4869);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
59);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara Nomor 89);

10. Peraturan...



Menetapkan

3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 99);

11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 47 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara Tahun 2017 Nomor 270);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG
PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk selanjutnya
disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang.

5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

8. Bendahara...



8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk  keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

9. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah
sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam
melaksanakan kegiatan opersional sehari-hari.

10. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU
adalah sejumlah uang yang diberikan kepada bendahara
pengeluaran dalam rangka pengggantian UP dan/atau
GU yang telah digunakan.

11. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP
adalah uang yang diberikan kepada SKPD melalui
bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat
mendesak dalam satu bulan yang melebihi pagu UP yang
ditetapkan.

12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka Kkerja yang
bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat
diberikan UP.

(2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
bendahara pengeluaran.

Pasal 3...
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Pasal 3

UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 4

(1) Pengajuan pencairan UP dilakukan hanya sekali dalam 1
(satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPP-UP, dan
selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana
dengan menggunakan SPP-GU.

(2) SPP-GU hanya dapat diajukan apabila dana UP telah
dipergunakan dan dipertanggungjawabkan minimal 80 %
(delapan puluh persen) dari dana UP yang diterima.

(3) SPP-GU yang diajukan wajib dilengkapi dengan laporan
pertanggungjawaban yang telah disahkan.

Pasal 5

(1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 80 % (delapan
puluh persen), sedangkan SKPD memerlukan pendanaan
melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dapat mengajukan
TUP,

(2) Pemberian TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut :
a. kepala SKPD dapat mengajukan TUP sampai dengan
jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. permintaan TUP di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku
BUD.

(3) Syarat untuk mengajukan TUP :

a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat
mendesak/tidak dapat ditunda;

b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
SP2D diterbitkan,

c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa
dana yang ada pada bendahara pengeluaran harus
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;

d. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c
tidak dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan tidak
dapat lagi diberikan TUP dalam tahun berkenaan;

(4) pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d diputuskan oleh PPKD selaku BUD.
Pasal 6
(1) Uang Persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran pada

Kelompok Belanja Langsung :
a. belanja...




(3)

a. belanja pegawai, antara lain :

1. honorarium Pegawai Negeri Sipil;

2. uang lembur/uang makan lembur Pegawai Negeri
Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil; atau

3. biaya perjalanan dalam kota Pegawai Negeri
Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil;

b. belanja barang dan jasa, antara lain :

belanja bahan pakai habis;

belanja bahan/material,;

belanja jasa kantor;

belanja perawatan kendaraan bermotor;

belanja cetak dan penggandaan;

belanja sewa rumah /gedung/gudang/parkir

belanja sewa sarana mobilitas ;

belanja perlengkapan dan peralatan kantor;

. belanja makanan dan minuman;

10. belanja pakaian dinas dan atributnya;

11. belanja pakaian kerja

12. belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu;

13. belanja perjalanan dinas;

14. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS;

15. belanja pemeliharaan;

16. belanja  honorarium tenaga ahli /instruktur

/narasumber;

VoNonrWNO-

c. belanja modal yang tidak dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Pembayaran pengeluaran pada Kelompok Belanja
Langsung sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Uang Persediaan untuk pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibayarkan Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu secara
tunai untuk keperluan belanja barang dan jasa per hari
per SKPD sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah).

Pasal 7

Besaran UP untuk masing-masing SKPD tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi vang
dapat diajukan oleh masing-masing SKPD.

BAB III...




T
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI LABUHANBATU UTARA

e

H DDIN.8YAH
Diundangkan di Aek Kanopan
2 Januari 2018

AHMAD FUAD
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 274

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR | TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN
2018

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN UANG

NO NAMA SKPD PERDESIAAN
(Rp)
1 2 3
1 Dinas Pendidikan 350.000.000,00
2 | Dinas Kesehatan 300.000.000,00
5 Rumah Sakit Umum Daerah 150.000.000,00
4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100.000.000,00
5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100.000.000,00
6 Dinas Pemedam Kebakaran 85.000.000,00
7 Satuan Polisi Pamong Praja 150.000.000,00
8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 175.000.000,00
9 | Badan Penggulangan Bencana Daerah 80.000.000,00
10 | Dinas Sosial 70.000.000,00
11 | Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 80.000.000,00
12 | pinas d?:;gfiiﬁa“ e e 100.000.000,00
13 | Dinas Ketahanan Pangan 100.000.000,00
14 | Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000,00
15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 120.000.000,00
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 160.000.000,00
17 gi?:;.cf;ir;gendalian Penduduk dan Keluarga 80.000.000,00
18 | Dinas Perhubungan 110.000.000,00
19 | Dinas Komunikasi dan Informatika 100.000.000,00
20 1(;)2111’115.11\!:;I :I(::rilzgingan dan Koperasi Usaha Kecil 140.000.000,00
21| Dines Penanaman Medal e Pelayanar
22 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 120.000.000,00
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 65.000.000,00
24 | Dinas Pertanian 200.000.000,00
25 | Sekretariat Daerah 1.000.000.000,00

26. Sekretariat...
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BESARAN UANG

NO NAMA SKPD
(Rp)
1 2 3
|26 |Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ~500.000.000,00 |
27 |Kecamatan KualuhHulu | 35.000.000,00 |
| 28 |Kecamatan Kualuh Hilir |  40.000.000,00
| 29 |Kecamatan Kualuhleidong |  35.000.000,00
| 30 |Kecamatan Kualuh Selatan |  35.000.000,00 |
31 |KecamatanAekNatas =~~~ |  40.000.000,00 |
32 |Kecamatan AekKbjo | 35.000.000,00
- 33 |Kecamatan Na. IX - X - o 25.000.000,00 |
| 34 | Kecar_@..@?ﬁa@au o Y. ﬁ_ﬁ._?iooo 000,00
~ 35 |Inspektorat Daerah Kabupaten - 1120.000 70_7097 00
~ 36 |Badan Perencanaan P Pembangunan Daerahrirﬁ | 250.000.000,00
| 37 |B: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000,00
B _3§__E1_d_e}p_Pengelola Pendapatan Daerah B ~150.000.000,00 |
~ 39 |Badan Kepegawaian Daerah N ~ 150.000. 000 ,00 |
40 |[Badan Penelitian dan Pengembangan 70.000.000,00

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

KHARUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAH



